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asast manusia dan keterbukaan informasi publik

merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis

yang menjunjung finggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan vang baik sehingg:

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnva dan
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bahwa - berdasarkan pertimbangan sebagaimdna
dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran

pelaksanaannya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola
Informasi dan  Dokumentasi (PPID) Pembantu

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,;
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pa da hUﬂlf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
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Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
) Q
1

Tahun 19533 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nemor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Re pu hk: Endonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
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ik Indonesia Nomor 4846;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
?Pme“‘ ntahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

N bscu& Q\,«y blik Indonesia Nomor 5587}. aCua almana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
"y

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
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nyel nggdrddn Pemermt h Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan keteranga:n Perta

, anggung
jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemeriniah Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaga Negara Republik Indonesia tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repub}_ik

Tan
icsia Nomor 4593);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
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ara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
arﬂbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i

Peraturan Pemerintah Nomor 1 :
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Peﬁgcmbangan dan Pendaya lematika di

O

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-

__________ Dalam Negeri Nomor 26 Tahun

g hun
1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017  tentang Pedoman
Pengelolaan Pe}ayaqan Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
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Daerah Kabupaten Barito Kuala Ta“ un 2016 Nomor 33);
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KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimanadimaksud Diktum KEDUA bertugas

a. membantu Pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Baritc Kuala

dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud
Diktum KETIGA Kenuituisan ini:

ktum GA Keputusan ini;
b. ienyelenggarakan fungsi PPID pada Satuan Organisasi
Perangkat Daerah masing-masing dan melakukan

koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala;

' ¢.  menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada

PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmakfsud pada
Diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini, PPID dan
PPID Pembantu dimaksud bertanggung awab dan wajib
melaporkan hasil pelaksaan tugasnya kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten BaritoKuala.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggail ditetapkannya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2023
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Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 42 /KUM/2023
Tanggal 9 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELCLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID} DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUAI
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No. SATUAN ORGANISASI JABATA!I KETERANGAN
PERANGKAT DAERAH
Pj. Bupati Pembina PLID
Sekretaris Daerah Pengarah Atasan PPID
Asisten Bidang Pemerintahan Tim Pertimbangan Ketua
Asisten Bidang Kemasyarakatan Tim Pertimbangan Wakil
Semua Kepala SOPD Tim Pertimbangan Ketua
Kepala Bagian Hukum Tim Pertimbangan Anggota
Kepala Bagian Humas dan Protckol | Tim Pertimbangan Anggota
Anggota
Kepala Dinas Kemunikasi dan PPID Utama PPID

Informatika

Semua Sekretaris SOPD Semua
Sekretaris Kecamatan
Semua Sckretaris Desa/Kabupaten

PPID Pembantu
PPID Pembantu
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PPID Pembantu

PPID Pembantu
PPID Pembantu
PPID Pemba;ﬁtu




